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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang  Kepatuhan 

Pelaksanaan Audit Operasioanal BAWASDA Kabuputen Sleman pada 

Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa Pelaksanaan Audit Operasional BAWASDA Kabupaten Sleman 

belum patuh, karena belum semua tahapan dalam pelaksanaan Audit 

Operasional BAWASDA Kabupaten Sleman patuh pada Keputusan 

Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah. Beberapa tahapan yang diamati penulis yang belum 

dipatuhi BAWASDA Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Audit 

Operasional mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman 

Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, antara lain : 
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1 Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen 

BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan menelusuri 

beberapa kegiatan tertentu dari awal sampai akhir, karena sistem 

pengendalian manajemen ini hanya dilakukan dengan memberikan ICQ 

kepada objek pemeriksaan. 

2 Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen 

BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan menelaah 

buku pedoman (manual) dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan 

kegiatan/program yang dipilih, karena sistem pengendalian manajemen 

ini hanya dilakukan dengan memberikan ICQ kepada objek 

pemeriksaan. 

3 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan penyusunan 

Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dengan alasan kegiatan pemeriksaan 

sudah menjadi kegiatan rutin BAWASDA Kabupaten Sleman, maka 

kegiatan pembuatan laporan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu 

penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

4 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan Exit Briefing 

dengan alasan kegiatan pemeriksaan sudah menjadi kegiatan rutin 

BAWASDA Kabupaten Sleman, maka kegiatan pembuatan laporan 

langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP). 
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5 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan Ekspose 

Hasil Pemeriksaan dengan alasan kegiatan pemeriksaan sudah menjadi 

kegiatan rutin BAWASDA Kabupaten Sleman, maka kegiatan 

pembuatan laporan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran, 

antara lain : 

1. Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen, 

tahapan menelusuri beberapa kegiatan dari awal sampai akhir perlu 

dilakukan, sehingga para pemeriksa dapat mengetahui bagaimana 

pelaksanaan kegiatan/program yang sebenarnya untuk dapat 

mengetahui langkah-langkag atau prosedur-prosedur yang diperlukan 

dan gunanya bagi proses kegiatan/program. 

2. Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen, 

tahapan menelaah buku pedoman (manual) dan kemudian mengujinya 

dengan pelaksanaan kegiatan/program yang dipilih perlu dilakukan 

untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan pedoman yang 

digunakan.

3. Tahapan penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan perlu dilakukan 

sehingga para pemeriksa dapat memberikan laporan awal yang memuat 
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temuan-temuan positif dan temuan-temuan negatif yang materinya 

diambil dari KKP yang perlu diketahui oleh Kepala Daerah /Pimpinan 

Satuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum LHP disusun. 

4. Tahapan pelaksanaan Exit Briefing perlu dilakukan oleh Tim Pemeriksa 

setelah selesai melakukan pemeriksaan di hadapan 

Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili agar dapat 

mengetahui temuan-temuan yang bersifat strategis guna segera 

ditindaklanjuti. 

5. Tahapan Ekspose Hasil Pemeriksaan di hadapan suatu forum ekspose 

perlu dilakukan sebelum LHP diterbitkan untuk lebih menyempurnakan 

hasil pemeriksaan tim pemeriksa. 
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